. PEMERINTAH kABUiPATEN TANJUNG JABUNG RARAT
- INSPEKTORAT DAERAH

- Jalan Pelabuhan Kode Pos 36512 Telp. (0742) 21238 ELmail{:\itkabﬁb@gmail.com
| Website: http:/inspektorat tanjabbarkab.go.id/

* KUALA TUNGKAL

. LAPORAN HASIL EVALUASI

/ | ATAS o | \
| ' SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

ol bl g

Nomor : 700 .1.2.1/282/ Isp/2023 __ Tanggal : 21 Agustus 2023




PEMERINTAH KABUPATEN T-ANJUNG JABUNG BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

. Jalan Pelabuhan Kuala Tungkal Kode Pos 36512 Telp: (0742) 21238
E-mail: itkabtib@gmail.com Website: http.//inspektorat.tanjabbarkab.go.id/

Nomor‘
Sifat .

Lampiran.

Hal

Kuala Tungkal, 2/ Agustus 2023

LHE - 700/ 282 /1sp/2023 Kepada Yth :

Penting Sdr, . Kepala Badan Pendapatan
1 (satu) berkas ‘ Daerah ‘

Laporan ° Hasil Evaluasi Kab. Tanjung Jabung Barat
I_Aktt!ntabilitas- Kinerja  Badan di- ; |

Pendapatan 'Daerah Kabupaten -~ Kuala Tungkal .

Tanjung Jabung Barat Tahun

2023.

Dalam® rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaén Aparatur
Negara daaneformasi'Birokrasi Nomor 88 tahun éc_'>21 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi. Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32
Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilités Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengah ini - kami
sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabmtas K,merja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:
1. PENDAHULUAN s ¥ '

a. Dasar Hukum Evaluasi

1)

2)

3)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Taf'.nun'2006 tentang Pelaporan Kéuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah; | ,
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang S:stem Akuntabilitas

Kmerja Instansi Pemerintah; _ ‘

Peraturan Menteri Pendayagunaan ' Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petuniuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reyiu atas Laporan Kinerja Instansi

* Pemerintah;

. 4)

Peraturan . Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan ‘Reformasi
Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kmerja
Instansi Pemenntah :

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

~ Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Pe: uenjangan Kmer]a lnstans:

. 6)

Pemerintah;

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Némor ‘86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daérah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana :Pembangunan

Jangka Menengah ' Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana



e

Pembangunan Jangka Panjang 6aerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Déérah;

7) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang

. Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kif'ierja Instansi Pemerintah di Lihgkungan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat; . o

8) Keputusan Bupati Tanjung Jabung, Barat Nomor 81!Kep Bup/Isp/2023

- Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah

Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023; :

9) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor ‘
800. 1.11.1/287/SPT/2023 tentang Melakukan Evaluasi SAKIP pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perhndungan Anak, Pengendahan Penduduk
dan Keluarga Berencana, Dmas Tanaman Pangan & Holtikultura, Dinas
Perikanan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Badan
Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Daerah, Dinas Ke:tahanan F'ajngan, Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, Kecamatan Tungkal Ulu, Kecamatan Tebing Tinggi,
dan Kecamatan Renah.Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Latar Belakang Evaluasi ‘ |
Sesuai dengan Peraturan Presiden. Nomor 29 Tahun 2014 tentang

‘Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun .
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi: Pemerintah, bahwa
Sistem Akuntabiiitas Kinerja Instansi "Peme rintah (SAKIP) merupakan
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk  tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan = data,
pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi
pemerintah, dalam rangka pertanggungj_éwa_ban dan peningkatan kinerja
instansi pemerintah. o o | | | :

© Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan )
pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta’un_tuk' mendorong

~ peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil,

maka pér!u dilakukan evaluasi AKIP_ atau evaluasi atas implementasi SAKIP
terhadap OPD dan Kecamatan dalam Kahupaten Tanjung Jabung Barat.

-Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Pemefintah Kabupaten

Tanjung Jabung Barat dan secara khusus Badan Pendapatan Daerah untuk .
berkom:tmen dan secara konsisten meningkatkan tmplementaSI SAKIP dalam
mewu;udkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.
Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan
panduan bagi para evaluator. Pedoman evaluasi AKIP tersebut yakni
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahurj |20A144 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur



.d. Ruang Lingkup Evaluasi

1
\

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 _tahun 2021 fentang Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jdan Peraturan Bupati Tanjung

‘Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan, Pemerintah Kabu'paten Tanjung

Jabung Barat.

Evaluasi AKIP diawali dengan pérhmusan tujuan evaluasi, kemudian

dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaldasi, peraricangan:.desain

evaluasi, menentukan mekanisme pelaksahaari evaluasi, diakhiri ‘dengan

pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi.

Tujuan Evaluasi

2)

'Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui

sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan
pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi
Cy :

Pemerintah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk: ,

a) rr'zemperoleh informasi men'genai implementasi SAKIP;
’ !

b) menilai tingkat implementasi SAKIP:

* ¢) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; ' ‘\

)

- 2)

d) memberikan saran perbaikan untuké‘peningkatan AKIP; dan |
€) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode

sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan; SAKIP sesuai

*dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen

kinerja, yang meliputi:

- a) Perencanaan Kinerja;
'b) Pengukuran Kinerja;

¢y Pelaporan Kinerja; ‘
d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi
SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka
panjang, perencanaan kinerja jangka me'ner_tgéh, dan perencanaan kinerja

jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran bgrbasis Kinerja,

pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada
pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.
: : ‘



Dalam penerapannya, rdang lingkup evaluasi AKIP mencakup,
antara lain; o ‘
a) Penllalan kualitas perencanaan klner}a yang selaras yang akan dicapai
untuk mewujudkan hasil yang berke_s;nambungan,
b) Penilaian pengukurén kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
" menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai
‘kinerja; ' ‘ o
¢) Penilaian pelaporan kinerja yang .menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja, baik keberha_silanlkegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dém'pak besar dalam
p‘ényesuaian strategifkebijékan dalam mehcapai kinerja Serikutnya;
~ d) Penilaian evaluasi akuntabilitas k'inerja'\\ internal 'yang memberikan
kesan nyata (dampak) dalam péningkatan implementasi SAKIP untuk
efektifitas dan efisiensi kinérja; dan , o
e) Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome 'ser'ta kinerja

 lainnya. |

Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan
di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 dilaksanakan selama 15 (lima

) beias).hari mulai tanggal 2 s/d 19 Agustus 2023.

Metodologl Evaluasi :
- Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi
dari metodo!ogl kualitatif dan kuantstatnf dengan mempertimbangkan segi

~ kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan

tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang
ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaiuas: AKIP, aktivitas
evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam
evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. ;Langkah pragmatfs ini diambil agar
dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP
sehi'nggé dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi. yané meningkatkan
akuntabilitas kinerja. | |

. Teknik dalam evaluasi yang dngunakan dalam pelaksanaan evaluasi

AKIP, antara lain: ; : H

1) Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi
Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen data,
danllnformaSI yang dlbutuhkan dalam pelaksanaan__ evaluasi AKIP,
sehingga pihak penyedia mforma8| dan data (responden) dapat memenuhi

kebutuhan tersebut.



- 2) Komumkam melalui Tanya Jawab Seqierhana |
Komumkasa dapat dilakukan dengan wawancara secara Iangsung, maupun

melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun

digitaj meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiépkan ferlébih dahulu jadwal -

dan catatan mengenai hal-hal atau matérf yang akan ditanyakan.

3) Observas: 5 &

. Merupakan teknik pengumpuian data dan informasi dengan melakukan
pengamatan terhadap suatu aktivitas.  Observasi dl sini dimaksudkan
da!am pengertian sempit, yaitu observasi dehgan menggunakan alat indera

- seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya

aktivitas.

" 4) ‘Studi Dokumentasi P

Merupakan teknik mengumpulan data daninformasi yang tidak secara
langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit
kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain séperti
peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun

elektronik/digital.

Gambaran Umum Unit Kerja :

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan ,atas Peraturan Daerah Nomor 6
T_ah'un 2016 tentang Pembentukan'dan Susunan Perangkat Daerah dan
Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Ngmor' 29 Tahun 2018 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan 5aelrah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat, Badén Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung
k Ba'rat merupakan unsu-r penunjang urusan pemerintahan yang menjadi
- kewenangan Daerah, dlpfmpm oleh Bupaﬁ Tanjung Jabung Barat melalui
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tugas :

' Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat- mempunyai
tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan'f yang menjadi kewepangari Dearah di bidang pendapatan.

Fungsi: . ]
Dalam melaksanakan tugas pokok, ‘Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi Sgbz—_zgai berikut:- | '



-

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak Daerah,
Pengendalian dan Pelaporan, serta Peﬁgembahgan Pendapatan Daerah;

b. _Petaksnéhaan tugas dukungan te‘knis dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajék
Daerah, Pengendalian dan Pelaporan, serta PengembéngahPendapatan
Daerah; ;o

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis

- . dibidang  PBB-P2 dan BPHTB, ‘Pajak Daerah, Pengendalian dan
Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah; |

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan 'fun{:;si-fungsi penunjang urusan
pemerintahan daerah dibidang PBB-P2 dan BPHTB, Pajak daerah,
Pengendejﬁan dan Pelaporan, serta Pengembangan Pendapatan Daerah: -
dan* , - |

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Berkaitan dengan isu-isu dan nrlaasalah ‘pembangunan yang akan
dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjyng Jabung Barat
beberapa kelemahan dan tantangan yang dihadapl perlu dirumuskan secara
matang dengan harapan bisa berubah’ jadi potena yang mendorong )
pelaksanaan pengelolaan. pendapatan yang tertib taat peraturan perundang-
‘undangan, transparan dan bertanggung jawab

Penentuan isu-isu strategis B.adan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilakukan dengan melakukan identifikasi

- peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang

iebih lanjut akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan SWOT.

- Tujuan jangka menengah Badan Pendapatan daerah Kabupaten
Tan'jung' Jabung barat adalah Optimaiisési Kontribusi Pendapatan Asli daerah
terhadap Pendapatan daerah.

Gambaran Umum Implementasi SAKIP, Unit Kerja

Implementasi SAKIP melqput: kegiatan evaluasi terhadap
perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran
berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, |
pelaporan kinerja, evaluasi internal serta bencapaian kinerja. Inférmasi kinerja

~ yang dipertanggungjawabkan dalam 'Iapdran ki’nerja bukanlah satu-satunya

yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga
termasuk berbagai hal pengetahuan yang dapat dihimpun guna mengukur
keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah. | ‘



Secara umum, implementasi SAK!IP' pada Badan Pendapatan Daerah
sudah baik namun masih terdapat beberapa penyempurnaan terhadap kualitas

- perencanaan pengukuran dan pelaporan kinerja.

Pengukuran kinerja telah disusun secara memadai namun masih
periu penyempurnaan Dokumen Perjanjian f(inerja dimana setiap Dokumen
Kinerja . belum  sepenuhnya  menggambarkan hubuhgan yang
berkesmambungan serta se!aras antara ‘koreksi hasil yang akan dicapai

' dise‘nap ieve! jabatan (Cascading).

' Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara memadai namun belum
memanfaatkan aplikasi tekhnologi yang terintegrasi. | '
‘
Tindak i.anjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya
Telah ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan, pada Badan
Pendapatan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. '

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI L o
a. Kdn;lisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang

Vo

kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

Nilaii hasil akhir dari penjlimiahan komponen-komponen
memberikan égambaran_ tingkat AKIP, dengan kategori predikat ' sebagai
berikut: - ‘

Sangat iemuaskan
| Telah terwujud Good Govémance. Seluruh kinerja
dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh
1 AA > 90 - 100 unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang
dmarms, adaptif, dan efisien (Reform). :
Pengukuran kine-ja telah dilakukan saanai ke
level individu. - y
Memuaskan )
Terdapat gambaran bahwa ‘instansi
pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan
dalam mewujudkan pemerintahan bergrientasi
hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai ke level eselon
4lPengawas/Subkoordinator.

Sangat Balk

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik
pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama,
maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang
sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya
3. BB >70-80 efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai
: kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang
andal dan berbasis teknologi informasi, serta
pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke
level eselon 3/ koordinator.

‘| Baik.
Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baak pada
1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama.
: Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan

4 B >60-70 pada unit kerja, serta komitmen dalam

! manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru
dilaksanakan sampal dengan level eselon 2 / unit
kerja.




Cukup {Memada;)

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik.
Namun demikian, masih 'perlu banyak perbaikan
| walaupun tidak mendasar khususnya
akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

ce >50 - 60

Kurang

Sistem t;}an tatanan dalam AKIP kurang dapat
diandalkan. Belum terimplementasi system
manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak
perbaikan mendasar di level pusat.

C >30~50

Sangat Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak
dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat
penerapan manajemen kinerja sehingga masih
perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya
sangat mentlasar, khususnya dalam implementasi
SAKIP

D >0-30

berlkut

Hasul Evaluasi atas masing-masing komponen kanerja adalah sebagai

1) Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

2)

Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah telah memenuhi

standar yang baik dengan menggunakan ukuran yang smart serta selaras
di setiap level dengan rumusan hasil -yemg1 jelas dan! berkelanjutan dan
memberikan informasi tentang hubu'ngari kinerja strategi, kebijakan,

bahkan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan.

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja Badan Péendapatan Daerah telah menjadi

kebutuhan dalam mewujudkan kinerja secara efektif dan efisien dan telah
dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan namun masih terdapat

a.

- pengukuran kinerja. 5 ‘

- beberapa catatan, diantaranya

belum memanfaatkan teknologi informasi (Aplikasi) yang terintegrasi,
h.al ini terlihat dari telah tersedlanya dan dlmanfaatkannya aplikasi e-

.SAKIP namun data yang ada masih belum diperbaharui yakm hanya

ada pada tahapan penginputan data perencanaan dan hanya sebatas
pemenuhan dokumen saja, belum terintegrasi dengan hasil evaluasi.

belum terdapat bukti bahwa pengukuran Kinerja telah menjadi dasar
dalam penempatan/ penghapusan Jabatan baik struktural maupun

. fungsional.

belum | terdapat bukti yang cukup bahwa terdapgt éfisiensi atas
penggunaan anggaran dalam menpapal kinerja.
setiap unit/satuan kerja belum memahami dan peduli atas hasil

¥

setiap pegawai belum memahami dan pedul: atas- hasil ,pengukuran

kinerja.



3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja cukup memberikan dampak yang besar dalam

‘penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Dokumen kinerja Badan Pendapatan Daerah telah cukup memberikan

informasi dalam laporan kinerja dallém‘ penyesuaian penggunaan anggaran

untuk mencapai keberhasitan kinerja, namun masih terdapgt beberapa

catatan, diantaranya: i |

3.-

g.

dokumen Laporan Kinérja belum sepenuhnya menginfokan
perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasmnail
internasional (Benchmark Kinerja).

dokumen Laporan Kinerja belum sepenuhnya menginfokan efisiensi |
atas penggunaan sumber daya dalém mencapai kinerja. ‘
Informasi dalam laporan kmeqa berkaia belum sepenuhnya digunakan
dalam ‘penyesuaian aktivitas untuk mencapa1 kinerja.

Informasi dalam laporan kinerja berkala belum sepenuhnya digunakan -
dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
Informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya digunakan dalam

‘evaluasi pencapaian keberhasilan kinérja.

Informasi dalam laporan kinerjé belum sepenuhnyai.digunakan dalam
penyesuaian perencanaan Kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
Belum tersusun/ tersedianya kebijakan tentang budaya organisasi.

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kmerja Internal

a.
b.

Belum tersedia Peraturan Bupati mengenai Evaluasi Akip lnternai
Evaluasi Akuntabilitas Kcnerja Internal belum sepenuhnya

- dilaksanakan oleh SDM yang memadai.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya

- dilaksanakan dengan pendalaman y'ang memadai.

Evaluasi Akuntabiltas Kinefja Internal belum sepenuhnya
dilaksanakan pada seluruh unit kefja/berangkat daerah.
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja = Intemal belum dilaksanakan

‘menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).



b. Rekomendasi atas catatan kekurangan ulntuk perbaikan

1)

3)

4)

Evaluam atas Perencanaan Kinerja

Perencanaan Kinerja Badan Pendapatan Daerah tetap mempertahankan
untuk pemenuhan standar yang baik dengan menggunakan ukuran yang
smart serta selaras di setiap level dengan rumusan hasil yang jelas dan
berke!anjutan dan memberikan mformas: tentang. hubungan kinerja
strategi, kebijakan, bahkan aktifitas antar bidang dengan tugas dan fungsi

lain yang berkaitan.

, Evéluasi atas Pengukuran Kinerja

a. memanfaatkan teknologi informasi {Ablikasi) yang terintegrasi dengan
aplikasi e-SAKIP data yang sudéh ada telah diperbaharui/ update.

b. mengusulkan penambahan pegawai sesuai de‘ngan_ koampetensi

-j'ébatén. { tmoe ""f-“’“}"ij‘) -

c. membuat perhitungan dan analisa ‘efisiensi anggaran dalam dokumen
perencanaan dan penggunaan anggaran.

d. Eselon if, 1, IV dan pegawai untuk‘ membuat pakta mtegrltas tentang
komitmen untuk melakukan pengukuran ktnerja ‘dengan andal untuk

i

mencapai target kinerja. ( ww / o j) | :

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja |

a. menyajikan informasi perbandingan realisasi kinefja dengan realiasi

- kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja)'.' :

b. menyéjikan informasi efisiensi atas penggunaan sumber daya, capaian
kinerja dan keberhasilan kinerja secgra berkala, ubaya perbaikan dan
penyempurnaan mempedomani rekomendasi hasil evaluasi dari
Inspektorat dan llaporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian L
aktivitas untuk mencapai kinerja pada BAB il LKJiP. -

c. menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan
kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target
kinerja tahun berikutnya.

d. Menyusun kebijakan kepala orgamsam tentang budaya organlsaSt

Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal
Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dengan memberikan -
rekomendasi perbaikan mengenai kinerja secara berkelanjutan.



3. PENUTUP.

a

\

Simpulan .
Hasil Evaluasi menun;ukkan bahwa Badan Pendapatan Daerah
memperoleh nilai 76,43 atau predikat “BB" (Sangat Bask) Nilai sebagaimana
tersebut - diatas merupakan Akuntabmtas _Penilaian terhadap seluruh
Komponen Manajemen Kinerja yang dievqluam di Bapenda Kabupaten
Tanjung Jabung Barat dengan rincian Penilaian sébagai berikut:

1 | Perencanaan Kineria 30% |

2‘ Pengukuran Kinerja - 30% 22,18

" 3 | Pelaporan Kinerja ' 5% | 10,33

4 _i:::ig?i Akuntabilitas Kinerja 25% " E {87‘5
Nilai Akuntabilitas Kinerja 1 o100% | 76,43

b

=1

Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik
' Implementasi - SAKIP yang Iebih baik akan mempercepat

\ pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewu;udkan pemerintahan yang

 bersih dan akuntabel, pemerintahan yang Kapabel, serta menmgkatnya

kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
"Keberhasilan - pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat

| mewu;udkan tujuan dari implementasi SAK#P itu sendiri, yattu meningkatnya

ktnerja Badan Pendapatan Daerah serta menmgkatnya akuntab:htas Badan
Pendapatan Daerah terhadap kinerjanya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabititas Kinerja, Instansi

Pemerintah sebagal penerapan manajemen knnerja Tahun 2023 pada Badan

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami mengharapkan agar

saudara beserta seturuh jajaran memberikan perhatian yang Ieblh msar pada upaya

penerapan SAKIP pada Badan Pendapatan' ‘Daerah dan memndaklanjut: .
1

‘ rekomendasi yang kami berikan.

L

Tembusan Kepada Yth:

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami_

IP. 19701 201 199009¢ 1 001

1. Bapak Bupatl Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal,

i



LKE Unit

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERIA INSTANS! PEMERINTAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

BADAN PENDAPATAN DAERAH ‘ L3

1.a|Dokumen Perencanaan kinerja taﬁﬁ tersedia

Kriteria: .

Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.
: i

Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.

Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.

Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja.

7
2

3

4| Terdapat dokumen perencanaan kineria jangka pendek.
- i

6| Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.
.

1.b{Dokumen Perencanaan kinerja telah'memenuhi standar yang
baik, yaitu untuk mencapai hasii, dengan ukuran kinerja yang
SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) disetiap level
secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain |
Lcrosscutling)

Kriteria® *

Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan. |

2|Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.

3| Dokumen Perancanaan Kinerja {elah menggambarkan Kebutuhan
atas Kineria sebenamya yang periu dicapai.
41Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas
menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.

5]Ukuran Keberhasilan (Indlkaﬂor Kinerja) telah memenuhi kriteria
SMART.

§Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja |
Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan
(sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan

S 1
7|Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai
{achievable), menantang, dan realistis. .
8|Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan,
yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang
akan dicapai di sefiap level jabatan (Cascading).
Perencanaankinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan
kinerja, strategi. kebijakan, bahkan aktivilas antar bidang/dengan
tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting).
10{Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan
Kinerja.
11|Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

©

1.c|Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil

yang berkesinambungan -
Kriteria:

1}Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin;
di i.

2 Aktiwzas yang dilaksariakan telah mendukung Kinefja yang ingin

d

3| Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dlcapal
dengan baik, atau setidaknya masih on the right track

4|Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja
selaly dipantau secara berkala,

L Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja

yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya.

O

Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja
{dalam mewujudkan kondisithasil yang lebih baik.
Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli, serta berkomitmen
dalam mencapai kineria yang telah direncanakan.
Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam
mencapal kinerja yang telah

o o o

: PENGU% KlNER;h i f
Pengukuran Kinerja telah dllakukan .
Terdapal pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan da:a

R
L
—=|




3.b| Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar
menggambarkan Kualitas atas Pencapalan Kinerja, informasi
keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya

verbaikan/penvemournaannva

Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan
standar.

Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seiumh mforrnas.

tentang pencapaian kinerja,

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi
kineria dengan target tahunan

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi
kineria dengan target jangka menengah.
Dokumen Laporan Kinera telah menginfokan perbandingan reahsaa

kinerja dengan realisasi kineria tahun-tahun sebelumnya,

O)'m[hmw-x

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi
kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/ internasional
{Benchmark Kinerja)

7{Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian
kinerj ’ ata dan/;
8{Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas

penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

9|Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan
penyempumgaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

3 c|Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam.
penyesualau strategifkebijakan datam mencapai kinerja

inforrnast dalam laporan kinerja selalu rnen;adl perhatian-utama

pimpinan (Bertanogung Jawab)
Penyajian informasi &alsm laporan kinerja menjadi kepedulsan seluruh

=y

N

pegawal
3}informasi dalam laporan k:neqa berkala telah dlgunakan dalam
penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

4}informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam
penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.

5{Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evatuasi '
pencapaian keberhasilan kinerja. %

6{Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam panyesuaian
perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan
budaya kinerja organisasi,

~i

T P =

Evaluasi Alammbitius Kinerja Internal lﬂah dﬂﬁmﬂan

4 EVAL(LASJ Hg_!
4,

al
1{Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja internal
2|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada

]se!gruh unit keria/perangkat daerah. :

3|Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara .
berienjang. :

4.bjEvaluasi Akuntabilitas Kinerja k | telah dilak ikan secara

berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai

standar. .

-




“Zb|Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewdjudkan
Kirmja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara - 8,00

Pimpinan selalu teribat sebagai pengambil ksputusan (Dacasson
Maker) dalam menqukur capalan

2 Dafa kmerja yanq drkumpuikan telah relevan untuk menguku.r mpa«an
3 Da!a kinerja yang dlkwnnulkan telah mendukung capaian kinerja yang

Pengukuran Kinerja telah dilakukan secara berkala.

B

L ;
Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran
capaian kinefja unit dibawahnya secara berjenjang.

o

‘ 6{Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi
(Aplikasi).

-~

Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknolog Inforn‘nasn
(Aplikasi). . .

2.c|Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian
" |Reward dan Punishment, serta peﬂyesuasan strategi dalam

ne; ai if dan e
Pangukuran Kmer)a (eiah man;ach dasar dalarn penyesuaian
(pem| N/ urangan) tunj Kinerja/penghasilan.
Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/
penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional..

Py

~

3{Pengukuran kinerja telah mempengaruht penyesuaian (Refocusing)

Or; g_a_mgasr g

41Pengukuran kmeqa telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam
mencapai I-nwa
5]Pengukuran Kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan ",
dalam men | kinari
Pengukuran kinerga telah mempengaruh: penyesuaian Aklivitas dalam

G
mencapai ki
- T{Pengukuran r]a telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran
8
g

dalam m pai kineria.

Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai :

kinerja. . t

|Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran
kinerja.

10| Setiap pegawéi memahiami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3.aiT ‘-_, Dokumen Lap
Dokumen Laperan Kinerja:telah disusun. . !
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala. @+ ¢

Dokiimen Laporan Kinerja teldh diformalkan,

Dokumen Laporan Kinerja teiah direviu.
Dokumen Laporan Kinerja telah dipuﬁ-if;asikan.
Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

DY i Bl w] rof =




2 EMMWK&WMBMY&MM%SDMM
3,

Emmmxmqaln:mm ks P Gengan perdar

Kiner]a Inta-nanetahdia!aamuannmmmnm
Aplikasi

1250

11Sejuruh rek i atas hasil evaluasi akur itas kinerja intemal telah

Qoo

ditindakdanjuti.
2{Teiah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak
hmmmmhmlmmwmmmwmm

3{Hasil Eveluasi Akuntabilitas Kinerja Internat tebh dimanfaatikan untui
baikan dan peni N akuntabilitas

4iHasil dari Evaluasi Akuntabilitas ionena lntemar telah dimanfaatkan dalam
efeldifitas dan efisiensi

menduku
L Tmtmmmmmmmmnmmhwa
akuntablitas kinera intemal

Disetujui Oleh : .
Kepzxia Badan Peudapmm Datrah

BlEIB|B|B

* Tim Evaluast
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Penanggungjawab
Pengendali Teknis

Ketua Tim

Anggota Tim
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Ukt tingak oy

UHE, Buk tindak @npat
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NIP. 19640810 199503 1 001

: ADE HODRI, SP B

NIP. 19711025 200604 1 003

- NURIA NINGSTH, A Md

NIP. 19740430 200501 2 007

- MARTHOT WIJAY A NASUTION, S.H.

WIP. 19810601 201502 1 001

: RAEKHIE PRAYOGA, SHMH :

NIP. 19850622 201101 1 003

: NURHAMDY, SE

NIP. 19870123 200904 1 004

: MEYRINA EKA PUTRI, S.8i,. M.Si

NIP. 19860512 201001 2 021

: PRY HERL YANTO

NIP. 19820611 200901 1 010
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